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Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya
adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap
pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan
perkara tersebut.
Proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan
bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun
mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan
menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal
tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar
kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting
diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak
hukum tersebut.
Pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan
penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan
kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam
bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan
bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu
keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan
medis yang sah.
Kata Kunci : Penyidikan, Keterangan Saksi Ahli, Petugas Kepolisian. Undang-undang
No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
PENDAHULUAN
Pemeriksaan suatu perkara pidana
di dalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari
kebenaran materiil (materiile waarheid)
terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat
dilihat dari adanya berbagai usaha yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan
untuk mengungkap suatu perkara baik pada
tahap pemeriksaan pendahuluan seperti
penyidikan dan penuntutan maupun pada
tahap persidangan perkara tersebut.1)
1) Kerjasama antara Kejaksaan
Agung RI dengan FHPM
Unibraw, Laporan Penelitian
Tentang Masalah Visum Et
Repertum Sebagai Alat Bukti,
Depdikbud Fakultas Hukum
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Usaha-usaha yang dilakukan oleh
para penegak hukum untuk mencari
kebenaran materiil suatu perkara pidana
dimaksudkan untuk menghindari adanya
kekeliruan dalam penjatuhan pidana
terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang No.14
Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang
menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat
dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan
karena alat pembuktian yang sah menurut
Undang-undang mendapat keyakinan bahwa
seseorang yang dianggap dapat bertanggung
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang
dituduhkan atas dirinya”.
Dengan adanya ketentuan
perundang-undangan diatas,  maka dalam
proses penyelesaian perkara pidana penegak
hukum wajib mengusahakan
pengumpulan“Meskipun pengetahuan,
pendidikan dan pengalaman dari seseorang
mungkin jauh lebih luas daripada orang lain,
namun pengetahuan dan pengalaman setiap
manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh
sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa
ada soal-soal yang tidak dapat dipahami
secukupnya oleh seorang penyidik dalam
pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang
hakim di muka persidangan sehingga ia
perlu diberi pertolongan oleh orang-orang
yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.
Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah
sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah
ditentukan menurut ketentuan perundang-
undangan diatur dalam Undang-undang
No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :
“Alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan saksi ;




Agar tugas-tugas menurut hukum
acara pidana dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang
diberi kemungkinan agar para penyidik dan
Universitas Brawijaya Malang,
1981/1982, hal. 1
para hakim dalam keadaan yang khusus
dapat memperoleh bantuan dari orang-orang
yang berpengetahuan dan berpengalaman
khusus tersebut.”2)
Menurut ketentuan hukum acara
pidana di Indonesia, mengenai permintaan
bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan
didalam KUHAP. Untuk permintaan
bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan
disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang
menyatakan : “Dalam hal penyidik
menganggap perlu, ia dapat minta pendapat
orang ahli atau orang yang memiliki
keahlian khusus”.
Sedangkan untuk permintaan
bantuan keterangan ahli pada tahap
pemeriksaan persidangan, disebutkan pada
pasal 180 ayat (1) yang menyatakan :
“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan
persoalan yang timbul di sidang pengadilan,
hakim ketua sidang dapat minta keterangan
ahli dan dapat pula minta agar diajukan
bahan baru oleh yang berkepentingan”.
Mengenai keterangan ahli sebagaimana
disebutkan dalam kedua pasal KUHAP
diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1
butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan :
“Keterangan ahli adalah keterangan yang
diberikan oleh seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan”.
Bantuan seorang ahli yang
diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan
perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan
pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan
lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai
peran dalam membantu aparat yang
berwenang untuk membuat terang suatu
perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti
yang memerlukan keahlian khusus,
memberikan petunjuk yang lebih kuat
mengenai pelaku tindak pidana, serta pada
akhirnya dapat membantu hakim dalam
menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap
perkara yang diperiksanya.
2) Kerjasama antara Kejaksaan Agung
RI dengan FHPM Unibraw, Ibid., h.5
dikutip dari Prof. A. Karim Nasution, S.H.,
Masalah Hukum Pembuktian Dalam
Kasus Pidana, Jilid II, tanpa nama
penerbit, 1975, hal 135.
.
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Tindakan penyidikan yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak
lain yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan tindakan
penyidikan, bertujuan untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti
tersebut dapat membuat terang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Berdasarkan hasil yang
didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus
pidana, hal ini selanjutnya akan diproses
pada tahap penuntutan dan persidangan di
pengadilan.
Terkait dengan bantuan keterangan
ahli yang diperlukan dalam proses
pemeriksaan suatu perkara pidana, maka
bantuan ini pada tahap penyidikan juga
mempunyai peran yang cukup penting untuk
membantu penyidik mencari dan
mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya
menemukan kebenaran materiil suatu
perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu,
bahkan penyidik sangat bergantung terhadap
keterangan ahli untuk mengungkap lebih
jauh suatu peristiwa pidana yang sedang
ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana
seperti pembunuhan, penganiayaan dan
perkosaan merupakan contoh kasus dimana
penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli
seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli
lainnya, untuk memberikan keterangan
medis tentang kondisi korban yang
selanjutnya cukup berpengaruh bagi
tindakan penyidik dalam mengungkap lebih
lanjut kasus tersebut.
Peran dokter dalam membantu
penyidik memberikan keterangan medis
mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini
merupakan upaya untuk mendapatkan bukti
atau tanda pada diri korban yang dapat
menunjukkan bahwa telah benar terjadi
suatu tindak pidana perkosaan. Keterangan
dokter yang dimaksudkan tersebut
dituangkan secara tertulis dalam bentuk
surat hasil pemeriksaan medis yang disebut
dengan visum et repertum. Menurut
pengertiannya, visum et repertum diartikan
sebagai laporan tertulis untuk kepentingan
peradilan (pro yustisia) atas permintaan
yang berwenang, yang dibuat oleh dokter,
terhadap segala sesuatu yang dilihat dan
ditemukan pada pemeriksaan barang bukti,
berdasarkan sumpah pada waktu menerima
jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya
yang sebaik-baiknya4) .
Pihak Kepolisian selaku aparat
penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak
pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan
yang termuat dalam visum et repertum,
menentukan langkah yang diambil pihak
Kepolisian dalam mengusut suatu kasus
perkosaan. Dalam kasus yang demikian
barang bukti yang terkait dengan tindak
pidana perkosaan tentunya dapat mengalami
perubahan dan dapat kehilangan sifat
pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang
bukti yang mengalami perubahan, keadaan
korban juga dapat mengalami perubahan
seperti telah hilangnya tanda-tanda
kekerasan. Mengungkap kasus perkosaan
yang demikian, tentunya pihak Kepolisian
selaku penyidik akan melakukan upaya-
upaya lain yang lebih cermat agar dapat
ditemukan kebenaran materiil yang
selengkap mungkin dalam perkara tersebut.
Sehubungan dengan peran visum et
repertum yang semakin penting dalam
pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada
kasus perkosaan dimana pangaduan atau
laporan kepada pihak Kepolisian baru
dilakukan setelah tindak pidana perkosaan
berlangsung lama sehingga tidak lagi
ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri
korban, hasil pemeriksaan yang tercantum
dalam visum et repertum tentunya dapat
berbeda dengan hasil pemeriksaan yang
dilakukan segera setelah terjadinya tindak
pidana perkosaan.
Tinjauan Umum Mengenai Hukum
Pidana
Hukum pidana merupakan bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku di
suatu negara. Beberapa sarjana
mengemukakan pandangannya mengenai
definisi hukum pidana sebagai berikut :
Menurut van Hamel hukum pidana
didefinisikan sebagai “semua dasar-dasar
dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu
negara dalam menyelenggarakan ketertiban
umum (rechtsorde) yaitu dengan melarang
apa yang bertentangan dengan hukum dan
3) H.M.Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran
Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas
Brawijaya Malang, 2001, hal 1.
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mengenakan suatu nestapa kepada yang
melanggar larangan-larangan  tersebut.”14)
Sedangkan Simons memberikan
definisi sebagai berikut : “Hukum Pidana
adalah semua perintah-perintah dan
larangan-larangan yang diadakan oleh
negara  yang mengancam dengan suatu
nestapa (pidana) bagi barang siapa yang
tidak mentaatinya, juga semua aturan-aturan
yang menentukan syarat-syarat bagi akibat
hukum itu, serta semua aturan-aturan untuk
mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan
pidana tersebut.”15)
Dari rumusan-rumusan definisi
hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno
dapat disimpulkan bahwa  :
“Hukum pidana mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk :
a. menentukan perbuatan-perbuatan mana
yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau
sangsi yang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan
tersebut (criminal act),
b. menentukan kapan dan dalam hal-hal
apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat
dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan
(criminal responsibility);
c. menentukan dengan cara bagaimana
pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang
disangka telah melanggar larangan
tersebut.17)
Hukum Pidana Formil
Ketentuan hukum pidana formil
berfungsi untuk menjalankan hukum pidana
substantif (materiil), sehingga sering pula
disebut hukum acara pidana. Mengenai
istilah hukum acara pidana, Andy Hamzah
mengemukakan sebagai berikut :
“Istilah “hukum acara pidana“ sudah tepat
dibanding dengan istilah “hukun proses
pidana” atau “hukum tuntutan pidana”.
Belanda memakai istilah straf vordering
yang jika diterjemahkan akan menjadi
tuntutan pidana. Bukan istilah
strafprocesrecht yang padanannya acara
14) Moeljatno, Asas-Asas Hukum
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,  h. 8.
15) Ibid., h.7.
17) Ibid., h.1.
pidana. Istilah Inggris Criminal Procedure
Law lebih tepat daripada istilah Belanda.
Hanya karena istilah strafvordering sudah
memasyarakat, maka tetap dipakai..”21)
Menurut Simons, hukum pidana
formil (hukum acara pidana) mengatur
tentang bagaimana negara melalui alat-
alatnya melaksanakan haknya untuk
memidana dan menjatuhkan pidana.
Sedangkan Wirjono Projodikoro
menyatakan sebagai berikut : “Hukum acara
pidana berhubungan erat dengan adanya
hukum pidana, maka dari itu merupakan
suatu rangkaian peraturan-peraturan yang
memuat cara bagaimana badan-badan
pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan harus bertindak
guna mencapai tujuan negara dengan
mengadakan hukum pidana.”22)
Berdasarkan pengertian mengenai
hukum acara pidana tersebut, dapat
disimpulkan bahwa hukum acara pidana
menetapkan aturan-aturan mengenai
bagaimana alat-alat negara, yang dalam hal
ini adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan, menegakkan dan menjalankan
ketentuan hukum pidana materiil.
Mengenai fungsi hukum acara
pidana, hal ini diantaranya dapat
disimpulkan berdasarkan pendapat  JM. Van
Bemmelen yang mengemukakan sebagai
berikut :
“Bahwa pada pokoknya hukum
acara pidana mengatur hal-hal :
a. diusutnya kebenaran dari adanya
persangkaan dilanggarnya ketentuan
pidana oleh alat-alat negara,
b. diusahakan diusutnya para pelaku dari
perbuatan tersebut ;
c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku
dari perbuatan dapat ditangkap, jika
perlu untuk ditahan ;
d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti
(bewijsmateriaal) yang telah diperoleh
pada pengusutan kebenaran guna
dilimpahkan kepada hakim dan
membawa terdakwa ke hadapan hakim ;
a. menyerahkan kepada hakim untuk
diambil putusan tentang terbukti
21) Andy Hamzah (I), Hukum Acara
Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya,
Jakarta, 1996, h.2.
22) Wirjono Projodikoro, Hukum Acara
Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta,
1967, hal 13.
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menentukan upaya-upaya hukum yang
dapat dipergunakan terhadap putusan
yang diambil hakim ;
b. akhirnya melaksanakan putusan tentang
pidana atau tindakan tata tertib.23)
c. tidaknya perbuatan yang disangkakan
dilakukan terdakwa serta untuk
menjatuhkan pidana atau tindakan tata
tertib lainnya ;
Berdasarkan hal-hal yang diatur
dalam hukum acara pidana diatas, dapat
disimpulkan bahwa fungsi pokok hukum
acara pidana adalah sebagai berikut :
a. Mencari dan menemukan kebenaran.
b. Pengambilan putusan oleh hakim.
c. Pelaksanaan dari putusan yang telah
diambil.
Dari ketiga fungsi tersebut yang
paling penting karena menjadi tumpuan
kedua fungsi berikutnya ialah “mencari
kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran
yang diperoleh melalui alat bukti, dari bahan
bukti inilah hakim akan sampai kepada
putusan (yang seharusnya adil dan tepat)
yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.
Sebagaimana fungsi dan tujuan dari
hukum acara pidana dimana ditegaskan
bahwa hukum acara pidana dilaksanakan
untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil
dari suatu perkara pidana dengan tujuan
diberikannya putusan yang tepat dan adil
terhadap perkara tersebut, hal ini membawa
akibat bahwa dalam usaha menemukan
kebenaran tersebut terdapat dua proses yang
teramat penting, kedua proses ini yaitu :
a. Pemeriksaan penyidikan atau
pemeriksaan pendahuluan sebelum
dihadapkan pada sidang pengadilan.
b. Pemeriksaan di depan sidang
pengadilan.24)
Pemeriksaan penyidikan yang
didahului dengan tindakan penyelidikan
adalah serangkaian upaya penting dalam
mencari kebenaran sejati tentang adanya
persangkaan dilakukannya tindak pidana
yang mempunyai arti penting dan berperan
pada jalannya pemeriksaan sidang
pengadilan serta pada gilirannya benar-benar
mampu menetapkan, mempidana yang
bersalah, atau membebaskan yang tidak
23) Soedjono. D, Pemeriksaan
Pendahuluan Menurut KUHAP, Penerbit
Alumni, Bandung, 1982. hal 1
24) Soedjono D., Op.Cit., h.3.
bersalah, bahkan bagi yang merasa dirugikan
atas kekurangtelitian dalam pemeriksaan
pendahuluan, dapat memperoleh ganti rugi
serta rehabilitasi nama baiknya.
Pejabat Penyidik, Tugas dan
Kewenangannya
Mengenai pejabat yang berwenang
melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1
butir 1 KUHAP menyatakan bahwa :
“Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan”, hal ini disebutkan
lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP
yang juga menentukan bahwa penyidik
adalah :
a. pejabat polisi negara Republik
Indonesia ;
b. pejabat PNS tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang.
Kemudian dalam ayat (2) pasal
tersebut ditentukan mengenai syarat
kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan
Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan
syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai
berikut :
(1)  Penyidik adalah :
a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu
yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pembantu Letnan Dua
Polisi;
Sekarang dengan berdasarkan Surat
Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/
2000 tentang Penetapan Berlakunya
Kembali Penggunaan Pakaian
Dinas Harian di Lingkungan
POLRI pangkat ini berubah
menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA
Pol.).
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pengatur Muda Tingkat
I (Golongan II/b) atau yang
disamakan dengan itu.
(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian
tidak ada pejabat penyidik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka
Komandan Sektor Kepolisian yang
berpangkat Bintara di bawah Pembantu
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Letnan Dua Polisi karena jabatannya
adalah penyidik.
Kepangkatan ini sekarang berubah
menjadi Inspektur Polisi II.
Mengenai tugas penyidik, hal ini
terkait dengan pengertian penyidikan
sebagaimana yang ditentukan secara yuridis
dalam undang-undang. Berdasarkan
pengertian secara yuridis maka tugas
seorang penyidik yaitu mencari serta
mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa
yang telah ternyata sebagai tindak pidana,
untuk membuat terang tindak pidana
tersebut dan guna menemukan pelakunya.
Mengenai wewenang penyidik
dalam melaksanakan tugasnya, hal ini
mendapat pengaturan baik dalam KUHAP
maupun dalam Undang-undang Tahun 2002
Nomor 2 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1)
KUHAP ditentukan mengenai wewenang
penyidik, dimana disebutkan bahwa karena
kewajibannya penyidik mempunyai
wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat
di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka
dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret
seorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.
Pada pasal 16 ayat (1) Undang-
undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
disebutkan bahwa dalam rangka
menyelenggarakan tugasnya di bidang
penegakan hukum pidana, Kepolisian
Negara RI mempunyai wewenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan,
b. melarang setiap orang meninggalkan
atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan ;
c. membawa dan menghadapkan orang
kepada penyidik dalam rangka
penyidikan ;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai
dan menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri ;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat ;
f. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g. mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara ;
h. mengadakan penghentian penyidikan ;
i. menyerahkan berkas perkara kepada
penuntut umum ;
j. mengajukan permintaan secara langsung
kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan
imigrasi dalam keadaan mendesak ;
k. atau mendadak untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka
melakukan tindak pidana ;
l. memberi petunjuk dan bantuan
penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil
penyidikan penyidik pegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut
umum ; dan
m. mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.
Tindakan lain yang bertanggung
jawab sebagaimana dimaksud diatas (pada
huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal
16 ayat (2) yang menyatakan bahwa
tindakan tersebut adalah tindakan
penyelidikan dan penyidikan yang
dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan
hukum,
b. selaras dengan kewajiban hukum yang
mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk
dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan
keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
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Menurut Pasal 8 ayat (3) bila
penyidikan telah selesai maka penyidik
menyerahkan berkas perkara kepada
penuntut umum, penyerahan dilakukan
dengan dua tahap, yaitu :
a. Tahap pertama penyidik hanya
menyerahkan berkas perkara;
b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan
telah dianggap selesai penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukti kepada
penuntut umum.
Berdasarkan Pasal 110 ayat (4)
KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika
dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak
mengembalikan berkas hasil penyidikan atau
apabila sebelum batas waktu tersebut
berakhir telah ada pemberitahuan mengenai
hal tersebut dari penuntut umum kepada
penyidik. Setelah penyidikan dianggap
selesai, maka penyidik menyerahkan
tanggung jawab atas tersangka dan barang
bukti kepada penuntut umum.
Hukum Pidana Materiil.
Hukum pidana materiil memberi
pengaturan mengenai tiga hal pokok sebagai
berikut :
a. Perbuatan yang diancam pidana
(criminal act);
b. Pertanggungjawaban dalam hukum
pidana (criminal responsibility);
c. Hukum penitensier, antara lain jenis
pidana yang dapat dijatuhkan kepada
orang yang melanggar ketentuan hukum
pidana.30)
Ketentuan hukum pidana materiil
ini diatur dalam KUHP serta ketentuan
perundang-undangan lainnya tentang tindak
pidana khusus. Terhadap isi hukum pidana
materiil yang menentukan mengenai bentuk
perbuatan yang dapat diancam pidana serta
pertanggungjawabannya hal ini mempunyai
fungsi yang sangat penting dalam rangka
mewujudkan ketertiban dan kepastian
hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang
jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan
yang dapat diancam pidana dalam suatu
perundang-undangan, memberi jaminan dan
perlindungan bagi masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang aparat hukum yang dapat
30) Masruchin Rubai, Op. Cit., hal 8.
saja melanggar dan merampas hak
masyarakat.
Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan
Dalam KUHP
Mengenai tindak pidana perkosaan
atau verkrachting, ketentuan yang mengatur
mengenai bentuk perbuatan dan
pemidanaannya terdapat dalam pasal 285
KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut :
“Barangsiapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar
pernikahan, diancam karena melakukan
perkosaan, dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.”33)
Berdasarkan rumusan tindak pidana
perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut,
dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana
perkosaan adalah sebagai berikut:
a. Perbuatannya : memaksa,
b. Caranya :
1) dengan kekerasan,
2) dengan ancaman kekerasan;
c. seorang wanita bukan istrinya;
d. bersetubuh dengan dia.34)
Penjelasan unsur-unsur tindak
pidana perkosaan diatas sebagai berikut:
a. Yang dimaksud dengan perbuatan
memaksa (dwingen) adalah perbuatan
yang ditujukan pada orang lain dengan
menekan kehendak orang lain itu, agar
kehendak orang lain tadi menerima
kehendak orang yang menekan atau
sama dengan kehendaknya sendiri.35)
Berdasarkan pengertian ini pada intinya
bahwa memaksa berarti di luar
kehendak dari seseorang atau
bertentangan dengan kehendak
seseorang tersebut.
Satochid Kartanegara menyatakan :
“perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan
33) Moeljatno, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Cetakan kesembilan belas,
Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hal.105.
34) Adami Chazawi, Tindak Pidana
Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi &
Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Malang, 2002, hal.56.
35) Ibid., hal. 57.
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sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga
menimbulkan rasa takut pada orang lain”36).
Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan
dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.
Perbuatan membuat seorang wanita
“menjadi terpaksa” bersedia mengadakan
hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam
pengertian “memaksa” seorang wanita
mengadakan hubungan kelamin, walaupun
yang menanggalkan semua pakaian yang
dikenakan oleh wanita adalah wanita itu
sendiri.
b. Kekerasan (geweld) merupakan salah
satu cara memaksa dalam Pasal 285
disamping cara memaksa lainnya yaitu
dengan menggunakan ancaman
kekerasan. Undang-undang tidak
menjelaskan tentang apa yang
sebenarnya dimaksud dengan
“kekerasan”, hanya dalam Pasal 89
KUHP yang merumuskan tentang
perluasan arti dari kekerasan.
Disebutkan : “Membuat orang pingsan
atau tidak berdaya disamakan dengan
menggunakan kekerasan.”
Secara lebih khusus, Adami Chazawi
memberikan pengertian kekerasan
dalam Pasal 285 sebagai berikut :
“Kekerasan yaitu suatu cara/upaya
berbuat (sifatnya abstrak) yang
ditujukan pada orang lain yang untuk
mewujudkannya disyaratkan dengan
menggunakan kekuatan badan yang
besar, kekuatan badan mana
mengakibatkan bagi orang lain itu
menjadi tidak berdaya secara fisik”.38)
Mengenai maksud dari ancaman
kekerasan (bedreiging met geweld), undang-
undang juga tidak memberikan
penjelasannya. Namun dalam arrest Hoge
Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18
Oktober 1915 mengenai “ancaman
kekerasan” disyaratkan :
a) bahwa ancaman harus diucapkan
dalam suatu keadaan yang
demikian rupa, sehingga dapat
menimbulkan kesan pada orang
36) Leden Marpaung, Kejahatan
Terhadap Kesusilaan Dan Masalah
Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I
1996, hal. 52.
38) Ibid., hal. 58.




b) bahwa maksud pelaku memang
telah ditujukan untuk menimbulkan
kesan seperti yang diancamkan.39)
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Bahwa keberadaan visum et repertum
selalu dibutuhkan dalam setiap
penyidikan tindak pidana perkosaan.
Peranan visum et repertum dalam
membantu penyidik mengungkap
tindak pidana perkosaan adalah sebagai
berikut :
b. visum et repertum dapat memberi
petunjuk mengenai adanya unsur
persetubuhan dan unsur kekerasan,
perkiraan waktu terjadinya tindak
pidana perkosaan, juga dapat
memberikan hasil pemeriksaan
terhadap barang bukti dalam
tindak pidana perkosaan,
c. hasil yang termuat dalam visum et
repertum dapat menjadi bukti
permulaan bagi penyidik untuk
melakukan penindakan lainnya
dalam mengungkap suatu kasus
tindak pidana perkosaan ;
d. keberadaan visum et repertum
penting untuk
kelengkapan/kesempurnaan berkas
perkara tindak pidana perkosaan
yang dibuat dan diserahkan
penyidik kepada penuntut umum.
2. Dalam hal visum et repertum tidak
sepenuhnya mencantumkan keterangan
mengenai tanda kekerasan pada diri
korban, maka akan dilakukan
upaya/tindakan oleh penyidik untuk
menemukan dan membuktikan adanya
unsur tersebut atau unsur ancaman
kekerasan. Pemeriksaan dan penyitaan
benda-benda yang dapat menjadi barang
bukti terjadinya tindak pidana perkosaan
khususnya yang menunjukkan terjadinya
unsur kekerasan terhadap korban, serta
39) P.A.F. Lamintang, Delik-Delik
Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-
Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma
Kepatutan, Mandar Maju, Bandung, 1990,
hal. 110.
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bila perlu dilakukan pemeriksaan di
Tempat Kejadian Perkara.
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